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BAB IV 

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR 

SIDANG PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 

 

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan perjanjian suci. 

Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadinya perceraian, tidak begitu 

saja selesai urusannya, akan tetapi masih banyak akibat-akibat hukum yang perlu 

diperhatikan oleh para pihak yang bercerai. Boleh dikata dengan keluarnya 

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kaum wanita boleh 

berlega sedikit hati sebab peraturan perceraian ini adalah satu usaha untuk 

melindungi kesewenang-wenangan dari kaum pria. Pada hakekatnya akibat yang 

ditimbulkan suatu perceraian selalu berakibat negatif bagi pihak yang ditinggalkan 

demikian pula bagi pihak yang meninggalkan.
70

 

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian tersebut adalah : 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan 

keputusannya. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
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dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII pada Pasal 149 jelaskan 

bahwa akibat talak adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; 

b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan 

dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang  masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila 

qobla al dukhul; 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun. 

Sedangkan akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu di 

atur dalam Pasal 156, yang menyatakan sebagai berikut : 

a) Anak yang belum numayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali bila ibunya telah meninggal dunisa, maka kedudukannya digantikan 

oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita 

dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu, 

wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 
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b) Anak yang sudah numayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah 

dari ayah atau ibunya. 

c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin  keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan 

Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain, yang 

mempunyai hak hadhanah pula. 

d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan 

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 

e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan hurup (a), (b), (c) dan 

(d); 

f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan 

jumlah biaya untuk pemeliharaan  dan pendidikan anak-anak yang tidak 

turut padanya. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak Buharlan 

selaku Kepala Desa, bahwa terjadinya perceraian yang dilakukan di luar 

sidang pengadilan akan dapat membawah akibat hukum terhadap isteri atau 

suami, anak dan harta. Di samping itu akibat perceraian di luar sidang 

pengadilan dapat mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi 

berubah.
71

 

a. Akibat hukum terhadap suami  

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi, maka hubungan 

suami isteri menjadi tidak sah lagi bagi mereka. Dari hasil penelitian 

penulis akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar sidang 

pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan 

perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang 

mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan 

perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karna calon suami 

harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah 

satu syarat untuk melansungkan perkawinan selanjutnya. Hal tersebut di 

alami oleh responden penulis, yang bernama Herlon dan Erwan. Mereka 

mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan 

menyebabkan mereka tidak bisa lagi melakukan perkawinan yang 

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhirnya mereka 

melakukan pernikahan selanjutnya dengan jalur nikah dibawah tangan. 
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b. Akibat hukum terhadap isteri  

Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan 

tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga 

si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan 

perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi 

harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Hal ini di alami oleh 

responden penulis, bernama Rita dan Susi,  mereka mengatakan susah 

untuk menikah lagi lewat Kantor Urusan Agama. Sehingga mereka 

menempuh jalur menikah kedua kalinya lewat nikah dibawah tangan. Di 

samping itu setelah terjadinya perceraian si isteri tidak mendapatkan 

haknya, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian 

dan pangan. Hampir seluruh responden perempuan yang berhasil penulis 

wawacarai, mengatakan semuanya tidak mendapatkan hak yang 

semestinya didapat setelah bercerai. Menurut Bapak Takrim, perceraian 

yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan menimbulkan budaya 

kumpul kebo karena tidak memiliki akta perceraian dan juga akan 

menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah tangan.
72

 

c. Akibat hukum terhadap anak 

Jika perceraian telah terjadi maka yang menjadi korban adalah 

anak-anak, terutama anak dibawah umur. Apabila rumah tangga terus 

dipenuhi komplik secara terus menerus dipenuhi komplik serius 
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kemudian menjadi retak dan akhirnya terjadi perceraian. Maka mulailah 

serentakan kesulitan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak. Batin 

anak-anak menjadi tertekan, sangat menderita akibat ulah dari orang tua 

mereka. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam memberikan 

fondasi primer bagi perkembangan anak-anak, oleh sebab itu baik 

buruknya suatu rumah tangga akan sangat memberikan pengaruh pada 

pertumbuhan keperibadian anak. Bagi seorang anak, suatu perpisahan 

(perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu 

kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan 

keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, 

hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang 

ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah 

yang pada akhirnya harus tinggal dengan salah satu figur, ibu atau ayah.
73

 

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan 

berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak tetapi si ayah tidak memberi 

nafkah secara teratur dan dalam jumlahnya yang tetap. Perceraian yang 

dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, 

sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu untuk memberikan 

nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun 

dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan 
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didepan sidang pengadilan hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, 

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin (f). 

Menurut Bapak Beruhin selaku Kepala Desa, adapun akibat 

hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang terjadi 

pada anak-anak adalah
74

 : 

1. Mereka akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian 

dari kedua orang tuanya. 

2. Akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti seperti 

kebutuhan pendidikan. 

Terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan 

juga akan berakibat pada nafkah anak, anak tersebut tidak dapat 

menuntut hak-haknya karena orang tuanya melakukan perceraian tanpa 

melalui proses pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja 

dalam memberikan nafkah anaknya, karena ia merasa hanya mempunyai 

keterkaitan dengan kewajiban moril terhadap anaknya dan tidak ada 

keterkaitan dengan hukum, sehingga si isteri tidak bisa untuk 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. 

d. Akibat hukum terhadap harta 

Harta yang dikategorikan sebagai harta bersama dalam 

perkawinan menurut ketua adat Desa Pematang Riding, Desa Genting 

Juar dan Desa Jambat Akar adalah : 
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1) Harta yang diperoleh dari pengelolaan harta bawaan suami dan isteri. 

2) Harta yang diperoleh suami isteri dari hasil usaha bersama semasa 

perkawinan. 

3) Harta penghasilan suami dan isteri yang diperoleh suami isteri sebagai 

penghasilan. 

4) Harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum menikah. 

 

Menurut Bapak Indra Supawi selaku tokoh masyarakat, harta 

benda yang diperoleh suami isteri sebagai hasil usaha bersama semasa 

perkawinan menjadi hak milik bersama suami isteri yang 

bersangkutan.
75

Pengertian bersama bukan berarti suami isteri harus 

berkerja bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut, adakalahnya 

harta tersebut hanya di dapat dari hasil suami saja, sedangkan isteri hanya 

mengurus anak-anak dirumah. 

Sedangkan menurut Bapak Muhin selaku ketua adat, harta 

bawaan adalah harta yang dibawah kedalam perkawinannya dinamakan 

dengan “harta bujangan”, mengenai harta bawaan masing-masing suami 

isteri dapat menjadi harta bersama apabila hal ini ada kesepakatan  atau 

persetujuan  dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun 

tidak tertulis.
76
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Dalam Pasal 35 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan yaitu: 

a. Harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang 

diperoleh sebagian hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

Adapun harta benda milik bersama suami isteri ini dapat berupa 

harta benda yang mempunyai wujud tertentu atau dengan kata lain harta 

yang dapat terlihat dengan wujud yang nyata dan data juga berupa benda 

tidak berwujud. Benda yang berwujud dapat dapat berupa benda yang 

bergerak sedangkan benda yang tidak berwujud berupa hak-hak dan 

kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, maka 

jenis-jenis harta milik bersama suami isteri menurut hukum adat di 

Kecamatan Semidang Alas Maras adalah sebagai berikut : 

1. Benda bergerak 

a. Kendaraan, (motor, mobil) 

b. Hewan ternak, (unggas, sapi, kerbau, kambing). 

c. Hasil pertanian, (padi) 

d. Perabotan rumah tangga. Dll 

2. Benda tidak bergerak  

a. Rumah, tanah dan perkarangan 

b. Tanah pertanian, (sawah, kebun) 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, maka dapat 

disimpulkan bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau 

perceraian pada masyarakat di Kecamatan Semidang Alas Maras, maka 

harta yang diperoleh sudah dikuasai selama proses perkawinan tersebut 

dapat dibagi dua antara suami isteri, apabila mereka telah memiliki anak  

maka sebagian diberikan kepada anak-anaknya. Sedangkan masalah biaya 

pendidikan masih ditanggung oleh kedua orang tuanya. Di samping itu 

menurut Bapak Baharudin selaku Imam Masjid, bahwa terhadap harta 

bawaan suami isteri apabila terjadi perceraian maka harta bawaannya 

tersebut akan kembali pada pihak yang membawahnya ke dalam 

perkawinan.
77

 

Adapun cara pembagian harta bersama ini dengan cara 

musyawarah antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh pemuka adat 

setempat. Akan tetapi apabila melakukan perceraian melalui proses sidang 

di pengadilan maka pembagian harta yang diperoleh suami isteri selama 

dalam proses perkawinan akan diperoses melalui pengadilan, yaitu  dengan 

cara mengajukan tuntutan kepada pengadilan Agama. Dalam hal ini 

pembagiannya hanya di atur secara adat karena perceraiannya dilakukan di 

luar sidang pengadilan Agama. 
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Karena perceraian mereka tanpa melalui sidang pengadilan Agama. 

Maka semua ketentuan tersebut tersebut di atur dalam Kompilasi Hukum 

Islam pada Pasal 149, maka terhadap isteri tidak dapat mendapatkan apa 

yang menjadi haknya, dan tidak dapat menuntut suami ke Pengadilan 

untuk melaksanakan segala kewajiban dan apabila dipaksakan isteri tidak 

mempunyai bukti yang otentik atau yang disebut dengan akta cerai. 

Selanjutnya Bapak M. Jaim, selaku tokoh masyarakat, 

mengungkapkan bahwa terjadinya perceraian yang dilakukan di luar 

sidang pengadilan atau cerai liar akan dapat merubah tatanan sendi-sendi 

dasar masyarakat, dimana terjadi akan suatu tindakan yang sewenang-

wenang, seperti dilakukannya kumpul kebo atau hidup bersama tanpa 

nikah, pelaku melakukan hal ini dikarenakan hukum pada dirinya tidak 

dapat  lagi melakukan nikah secara sah, akan tetapi karena berbagai faktor 

ia melakukan hal tersebut, misalnya karena tuntutan biologis, ekonomi, 

ataupun sekedar membutuhkan perlindungan dari seorang laki-laki atau 

seorang perempuan.
78

 

Kedaan seperti ini jelas akan dapat menggangu dan merusak 

tatanan kehidupan dalam masyarakat. Apalagi jika nanti dari hasil 

hubungan gelap mereka akan lahir seorang anak, maka setatus anak 

tersebut menjadi semakin tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum bagi 

dirinya baik dalam perolehan harta maupun dalam hal perwalihan. Akan 
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tetapi jika ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 

perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada Desa Pematang 

Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar bahwa keputusan 

perceraiannya tidak sah dan tidak memngikat serta memilki kekuatan 

hukum.  

Hal ini merujuk kepada pasal 39 ayat (1) UUP, yang menyatakan 

bahwa: “perceraian haruslah dilakukan didepan sidang pengadilan setelah 

pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Akan tetapi tidak selamanya hukum selalu dipatuhi masyarakat seperti 

halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras 

Kabupaten Seluma yang mempunyai kesadaran hukum masih sangat 

minim walaupun sebagian masyarakat sudah mengetahui peraturan 

mengenai perceraian.  

Dalam hal ini banyak faktor yang melatar belakangi  masyarakat 

Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dalam melakukan 

perceraian di luar sidang pengadilan salah satu faktor yang sangat  

mendasar yaitu faktor ekonomi. Walaupun lembaga yang berwenang tidak 

memberikan sanksi pidana secara lansung, akan tetapi banyak sekali 

dampak negatif yang masyarakat rasakan. Setatus perceraian mereka tidak 

mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan oleh pengadilan 

agama yang dapat menyebabkan tidak dapat menikah kembali  di Kantor 

Urusan Agama karena tidak memiliki surat keptusan dari pengadilan (akta 

cerai). 
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Danpak negatif dari perceraian di luar sidang pengadilan tidak 

hanya berdanpak pada isteri saja tetapi terhadap anak pun juga mempunyai 

danpak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena 

tidak ada suatu keputusan yang memilki kekuatan hukum sehingga tidak 

dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur 

baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan. 

 Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya sanksi bagi pelaku 

yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan sehingga kebiasaan 

yang seperti ini akan berjalan terus di masyarakat. Sosialisasi yang 

dilakukan oleh oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Pengadilan 

Agama, Kantor Urusan Agama ataupun pemerintah tingkat Desa sekalipun 

tidak begitu mendalam sehingga masyarakat betul-betul sadar akan 

hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan di luar 

sidang pengadilan pada Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa 

Jambat Akar adalah : 

a. Masalah ekonomi, kurang serius dalam berumah tangga, tidak 

mempunyai keterunan, perkawinan di usia muda dan karena selingkuh. 

b. Penyelesaian kasus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang 

sangat lama. 

c. Masih awamnya terhadap hukum dan pengetahuan tentang proses 

berpekara didepan sidang pengadilan sehingga masyarakat takut akan 

banyaknya urusan dan masalah yang muncul dalam persidangan 

nantinya. 

2. Bahwa akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan 

ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : 

a. Akibat hukum terhadap isteri/suami 

a) Hubungan suami isteri bagi tidak sah lagi. 

b) Akan membuat sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan 

perkawinan selanjutnya, karena untuk melansungkan perkawinan yang 
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selanjutnya harus ada akta cerai sebagai akta otentik dan jika terjadi 

perkawinan selanjutnya akan berakibat perkawinan dibawah tangan. 

b. Akibat hukum terhadap anak  

1. Mereka akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian 

dari kedua orang tuanya. 

2. Anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya karena orang tuanya 

melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan, sehingga 

orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberikan nafkah anaknya 

3. Akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti seperti 

kebutuhan pendidikan. 

c. Akibat hukum terhadap harta 

Dengan adanya perceraian yang dilakukan di luar sidang 

pengadilan, maka akan membawa akibat hukum terhadap harta benda 

yang di miliki selama perkawinan berlansung, yaitu segala hal yang 

diperoleh selama perkawinan akan dibagi, sementara untuk harta bawaan 

akan kembali dikuasai oleh masing-masing pihak. Perceraian yang 

dilakukan di luar sidang pengadilan pada Desa Pematang Riding, Desa 

Genting Juar dan Desa Jambat Akar tidak sah menurut Undang undang  

Nomor 1 Tahun 1974. Disamping itu perceraian tersebut sudah jelas 

tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan merugikan bagi pihak-pihak 

yang bercerai karena perceraian tersebut harus diajukan ke Pengadilan 

untuk memperoleh keputusan perceraian yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
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B. Saran  

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurang pahaman 

masyarakat terhadap hukum pada sebagian masyarakat Kecamatan Semidang 

Alas Maras Kabupaten Seluma sehingga masih banyak terjadi praktek 

perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab 

itu maka :  

1. Perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya pada masyarakat 

Kecamatan Semidang Alas Maras umumnya dan pada masyarakat yang 

masih mengalami keadaan tersebut. 

2. Pemerintah dan instansi terkait hendaklah melakukan kegiatan penyuluhan 

tentang akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di luar sidang 

pengadilan, terutama di daerah pedesaan yang masih jauh dari jangkauan 

informasi pada sekarang ini masih banyak terjadinya perceraian yang 

dilakukan di luar sidang pengadilan dan diharapkan agar  hal tersebut dapat 

di atasi semaksimal mungkin. 

3. Karena masih banyaknya yang belum mengetahui keharusan perceraian di 

Pengadilan Agama, maka yang harus dikatakan yang bersalah adalah 

pemerintah tingkat bawah seperti kepala Desa dan tokoh masyarakat. 

Hendaklah kepala Desa dan tokoh masyarakat agar memberitahukan kepada 

masyarakat yang belum memahami hukum bahwa perceraian itu harus 

dilakasanakan didepan pengadilan sedangkan pemerintah Desa tidak 

mempunyai kewenangan untuk mengurusi masalah perceraian 

(menceraikan).  
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